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PUTUSAN
Nomor 2574/Pdt.G/2024/PA.BL

ZeAR= b 2
%\TLﬁE&M
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan
perkara cerai gugat antara:

Aidak Bekerfay “ggend

XXXXXXXXX iX

tempat
Malang,
XX Kabupaten

i kuasa khusus tertanggal 23,8epte  - 2024 yang

o‘.ﬂ’- k -éf‘ﬂ_»
_ .aA ~X:

Kuasa Khusus

tanggal 24

XXXXXXXXXXXXXXX, umur 28 th Islam, pekerjaan Usaha Toko
Sembako, pendidikan SD, tempat kediaman di

XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Malang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan telah memeriksa
bukti-bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 2574/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer
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DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 September
2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor
2574/Pdt.G/2024/PA.BL, mengajukan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2023, Penggugat dengan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA
Wonodadi Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, sebagaimana ternyata

pada Kutipan Akta Nikah Nomor;» XXXXXXXX tanggal 05 Maret 2023;

2. Bahwa setelah pernikgifGerte

bersama di rumah of@

32  Tergugat sBuhgkalid
dan bila marah Terg | ;
kotor (seperti : asu, danco) enggugat;

3.3  Tergugat melakukan tindakan kekerasan fisik kepada Penggugat
seperti mencekik, menampar;

3.4  Tergugat mempunyai kebiasaan minum-minuman keras yang sulit
untuk disembuhkan;

3.5 orang tua Tergugat (ibu kandung) bersikap ikut campur dalam
urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, ketika Penggugat dan
Tergugat terjadi perselisihan/pertengkaran seringkali ibu kandung

Tergugat membela/membenarkan Tergugat;
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4. Bahwa dengan keadaan Tergugat yang demikian itu, Penggugat

menderita lahir dan batin, dan sudah tidak sanggup lagi meneruskan
berumah tangga dengan Tergugat, maka sejak bulan Januari 2024 antara
Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang terhitung sudah 8 bulan,
karena Penggugat pulang kerumah orang tuanya di XXXXXXXXXXXXXXX
Kabupaten Blitar;

5. Bahwa selama pisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada
hubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam berumah tangga,

namun pada tanggal 11 ara Penggugat dan Tergugat
berkomunikasi melalui ' asalah rumah tangga;
6. Bahwa pihak INntuk menyelesaikan
permasalahan rug #dakBerhasil;
7. Bahwa akib as, maka untuk
membina rumga rapkan lagi;
8. Bahwa Pg akibat perkara
ini;

Berdasarka ikepada Ketua

Pengadilan Agaf Uk menerima,

memeriksa dan : putusan yang

3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
Subsider

Atau mohon keadilan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Penggugat
dan kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat berdasarkan
relaas panggilan Nomor 2574/Pdt.G/2024/PA.BL tanggal 19 September 2024
dan tanggal 26 September 2024 telah dipanggil sebanyak 2 kali namun tidak
pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai sebagai
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wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu

alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara
dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan
Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkapgsfts ya, Penggugat mengajukan

alat bukti surat, berupa: _
1. Fotokopi Surat €i€rang&rB0misi Nehdl. OXXKXXXXXXX atas

Kecamatan Waiigdagir's tendd L8eiBimber 2024, telah

diberi meterajig It-0 g -a5lifye yang ternyata
sesuai, lalu @ A

: AN Rod
2. Fotokopi % : atas nama
Penggugat ¢ hugat "‘-' Brusan Agama

(KUA) Keca$ | Jawa Timur,
tanggal 05 ah dicocokkan
dengan aslinyd elis diberi tanda
(P.2);

Bahwa selain b8 grenghadirkan 2 (dua)

orang saksi yang bernam3
1. XXXXXXXXXXX, umur — _agarias slam, pekerjaan Swasta,
bertempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Blitar;
Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat bernama XxxxxXxxxxxxxxxx dan Tergugat bernama

XXXXXXXXXXXXXXX;
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-Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah

menikah pada tahun 2023;

- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat hidup rukun dengan Tergugat
bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah dan
terakhir tinggal di rumah Tergugat di Desa Baturetno Kecamatan Dampit
Kabupaten Malang, dan dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun

dan harmonis, namun kemudian sudah tidak harmonis, karena sering

Penggugat;
- Bahwa saksi gyet

Blitar;
- Bahwa
berkomunikagi

- Bahwa saf

sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
teman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXXXX;
-Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah
menikah pada tahun 2023;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat hidup rukun dengan Tergugat
bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Blitar kemudian
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pindah dan tinggal di rumah Tergugat di Kecamatan Dampit Kabupaten

Malang dan dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun
dan harmonis, namun sejak sekitar akhir tahun 2023 sudah tidak
harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat
malas bekerja dan suka minum-minuman keras, selain itu ibu Tergugat
sering ikut campur apabila terjadi perselisihan antara Penggugat dan

Tergugat;

Blitar;
- Bahwa saksi §
mengunjung
- Bahwa saj§
kepada Pe
berhasil d
Tergugat;

sebagaimana tercantum Wy
putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada
pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;
Menimbang, bahwa terlebih  dahulu, Majelis Hakim perlu
mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat
serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;
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Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 23
September 2024 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah
memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai
Gugat di Pengadilan Agama Blitar dengan memuat materi telaah yang menjadi
batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas
para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan
pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku
serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis

1971 tanggal 23 Januagg “SEMA™N un 1994 tanggal 14

. ‘ NO@or 18 Tahun 2003
tentang Advokat
mempunyai ked yang berhak
melakukan tinda Beracara dalam

perkara a quo;

undang Nomor 7 Tah _ ng Peradilang@gamg Sebagaimana diubah

dengan Undang-undang g6 tanMegflibahan kedua dengan
Undang-undang Nomor 50 “Sgh &
berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;
Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat
berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Blitar, sesuai Pasal 73 Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah
dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan

kewenangan relatif Pengadilan Agama Blitar;
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Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa
Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal
standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49
Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak

Tahun 2016 tel
kedua pihak ya

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas relevant dengan Hadits

Nabi dalam Kitab Hadits Mu’inul Hukkam halaman 96 yang berbunyi:
S o aSla N ea (e DB alug e dl Lo il (5 sl e
A aa Y s g e ol Cpalind
Artinya: Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW. telah bersabda: “barangsiapa
yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan,
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sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang

yang dhalim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian
dalil yang pada pokoknya bahwa sejak bulan November 2023 rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan
bertengkar disebabkan:

1) Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat karena

Tergugat malas-malasan bekerja;

4) Tergugat
disembuhkarg

5) orang tua
rumah tangda
terjadi  pergg

membela/merg

acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,
maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk
membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat
telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) telah bermeterai cukup, yang berupa
fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim
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menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor
10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan Surat edaran Dirjen Badan Peradilan
Agama Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 05 Januari 2021
tentang penyesuaian bea materai di Lingkungan Peradilan Agama, maka surat-
surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan surat biasa sehingga
sesuai pasal 1881 KUHPerdata kekuatan pembuktiannya merupakan bukti awal

yang masih memerlukan alat bukij ﬂ;;u'giiéii--'i;

finil saksi;

gétahuan sendiri, A SIEvant flengan  pokok

ia % _ Enganiyaggifain, oleh karena

tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum
Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang telah
dikuatkan dengan bukti P.1 berupa Surat Keterangan Domisili atas nama
Penggugat, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat tercatat
sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Blitar;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa antara

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah pada
tanggal 05 Maret 2023 dan telah dikuatkan dengan bukti P.2 berupa Kutipan
Akta Nikah, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah
terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami
istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan
dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum

sebagai berikut:

ergugat telah
judah berjalan
tidak pernah

2 .y . PPy | /u//e/,s {’,,, ;/,‘/, R
=iy Jars ) 1558 el WKt B S Gls O Zasiie Doy
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Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan

untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
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merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih
dan sayang,
maupun dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya rumah
tangga yang tentram (sakinah), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih
sayang (mawaddah, warohmah) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;
Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah pisah tempat tinggal

selama kurang lebih 8 bulan ‘.-,'é-'-'e"-"‘é-'{. munikasi, maka rumah tangga

#ET menys

tangga Pe : gugat dan sudah

dtlgliceraikan;

liambil sebuah

Imam Malik
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Menimbang, bahwa bertola dits tersebut dan. dihubungkan
dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada
isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat
kepada suaminya, karena perbuatan demikian dilarang syariat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan
mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab Fighu

as Sunnah, Juz I, halaman 249:
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Artinya: “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap
dirinya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka
dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim
dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun

etapkan jatuh talak satu ba'in”;

9 Tahun 1975
itu gugatan

kan talak satu

perkawinan,

Yy Nomor 7 Tahun

Mengingat segala peraturan pertndang-undangan yang berlaku dan
hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI
1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XxXxXxXxXxxXXXXxxxxx) terhadap

Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXX);
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4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara

ini sebesar Rp. 966.000,00 (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian, putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Blitar
berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 01 Oktober
2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh
kami Drs. Moch. Anwar Musadad, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Saifudin,

M.H., dan Drs. H. Imam Asmu'i, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim

dibantu oleh Dianita
dihadiri oleh Kuasa R

Dianita Nuryani Putri, S.H.
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Perincian Biaya:

Pendaftaran ....... Rp. 30.000,00
Biaya Proses........ Rp. 100.000,00
Panggilan ............ Rp. 696.000,00
PNBP Panggilan... Rp. 20.000,00
Sumpah............... Rp. 100.000,00

Redaksi............... Rp. 10.000,00

Meterai ............... Rp. 10.000,00
Jumlah ............... Rp. 966.000,00
(sembilan ratus enam puluh enam

N o ogpdE

ribu rupiah)
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